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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. UtangjPiutang  

1. Pengertian Utang Piutang 

Utangjpiutang merupakanjsalah satujfitrah manusia, jdimana 

pihakjsatu berutangjkepada pihakjlainnya. Utangjpiutangjdalam 

bahasajArab dikenaljdengan istilahjQardh. Sedangkan secara bahasa, 

Qardh memiliki arti pemotongan (al-qath‟u). Qardh juga biasa disebut 

dengan salaf.  

Utang dalam arti terminology yaitu memberikan harta benda 

kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan mengembalikannya setelah 

dimanfaatkan. Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi 

Islam, utang adalah tindakan penyediaan dana atau wesel antara lembaga 

keuangan Islam dengan peminjam untuk membayar kembali utang 

tersebut secara tunai atau angsuran dalam jangka waktu tertentu. 

Pengertian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam tersebut berlaku 

untuk perjanjian pinjaman antara nasabah dengan lembaga keuangan 

Islam.
20

 

Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah menyatakan bahwa Al-Qardh 

adalah harta yang diberikan kepada muqridh kepada muqtaridh untuk 

dikembalikan yang seumpamanya kepadanya ketika dia mampu 

                                                      
20
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dan Manajemen Bisnis 4, no 1(Juni 2016), 126 
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mengembalikannya.
21

 Menurut ulama Hanafiah, Qardh adalah Qardh 

adalah pemberian  utang berupa harta yang memiliki nilai dan dapat 

digantikan (mitsli) dengan kewajiban bagi penerima  utang untuk 

mengembalikannya dalam jumlah dan jenis yang sama. 

Dalam istilah Qardh, harta yang dipinjamkan kepada seseorang 

sebenarnya adalah bagian dari harta yang dimiliki oleh pemberi  utang. Hal 

ini menegaskan bahwa harta tersebut sepenuhnya berada dalam 

kepemilikan pemberi  utang. Dengan kata lain, Qardh merupakan akad 

pinjam-meminjam di mana harta yang dipinjamkan harus dikembalikan 

persis seperti semula. Sedangkan, definisi qardh menurut ahli fiqih adalah  

utang harta yang diberikan kepada pihak lain, di mana pihak yang 

meminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan harta tersebut dalam 

jumlah yang sama ketika peminjam telah mampu untuk membayar.
22

 

2. Dasar Hukum Utang Piutang 

Pada dasarnya, semua jenis transaksi dalam Islam (muamalah) 

diperbolehkanjselama tidakjadajdalil (bukti ataujlarangan) jyang 

jmelarangnya. Dasar hukum dapat dijadikan sebagai landasan dalam 

brmuamalah. Berikut ini beberapa dasar hukum al-qardh (utang piutang) 

yang bersumber darijAl-Qur‟an diantaranya yaitu terdapat dalam QS.Al-

Baqarah ayat 245 dan QS. Al-Hadid ayat 11dan juga trdapat dalam salah 

satu hadits riwayat Ibnu Majah sertajIjma para ulama yang telah sepakat 

                                                      
21

 Novi Indriyani Sitepu, “AL-ARIYAH, AL-QARDH DAN AL-HIBAH,” Studia Economica : 

Jurnal Ekonomi Islam 1, no. 2 (July 5, 2015): 128. 
22

 FebrijAnnisa Sukmajet al., “KONSEPjDAN IMPLEMENTASIjAKAD QARDHULjHASAN 

PADAjPERBANKAN SYARIAHjDANjMANFAATNYA,”Amwaluna: jJurnal Ekonomijdan 

KeuanganjSyariah 3, no. 2 (July 31, 2019). 
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mengeluarkan pendapat mengenai dasar hukum utang piutang , berikut 

adalah pemaparan dasar hukum utang piutang  : 

a. Al-Qur‟anj 

FirmanjAllah SWTjdalam Q.S Al-Baqarahj (2) ayat 245 

ُ مَّن ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ اللََّّ قَ رْضًا حَسَنًا   وَاللَّّ
ِۚ
فَ يُضَاعِفَوُ لَوُ أَضْعَافاً كَثِيرةًَ

 وَإلِيَْوِ تُ رْجَعُونَ  يَ قْبِضُ وَيَ بْسُطُ 

 “Siapakahjyang maujmemberi  utangjyang baikjkepada 

Allah?jDia akanjmelipatgandakan (pembayaranjatas  

utangjitu) baginyajberkali-kali lipat. jAllah menyempitkan 

danjmelapangkanj(rezeki).KepadaNyalahjkamujdikembalik

an”
23

 

 

FirmanjAllah SWT dalamjQ.S Al-Hadiid ayatj11 

 مَّن ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ اللََّّ قَ رْضًا حَسَنًا فَ يُضَاعِفَوُ لَوُ وَلوَُ أَجْرٌ كَريٌِم 
“Siapakahjyang (mau) jmemberi  utangjkepadajAllah denganj 

utang yangjbaik? Diajakanjmelipatgandakan (pahala) 

juntuknya danjbaginya (diberikan) jganjaranjyang 

sangatjmuliaj (surga).”
24

 

 

b. Haditsj 

لَةَ  ُ عَلَيْوِ وَسَلَّم: رأَيَْتُ ليَ ْ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكِ قاَلَ: قاَلَ رَسُوْلُ الله صَلَى اللَّّ

عَلَى بََبِ الْْنََّةِ مَكْتُ بًا : الصَّدَقَةُ بِعَسْرِ أمَْثلَِهَا وَالْقَرْضُ بثَِمَانيَِةَ أَسْريَِ بِْ 

عَشْرَ، فَ قُلْتُ: يَٰ جِبْْيِلُ مَا بََلُ الْقَرْضِ مِنْ الصَّدَقَةِ؟ قاَلَ: لَِِنَّ السَّائِلُ 

حَجَةٍ )رواه ابن ماجو( يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمِسْتَ قْرِضُ لََ يَسْتَ قْرِضُ إِلََّ مِنْ   

                                                      
23

 KementerianjAgama RI, Al-Quranjdan TejemahanyajEdisi Penyempurnaanj2019 (Jakarta: 

LajnahjPentashihan MushafjAl-Quran, j2019), 39.  
24

 Kementerian AgamajRI, Al-QuranjdanjTejemahanya EdisijPenyempurnaanj2019 (Jakarta: 

LajnahjPentashihan MushafjAl-Quran, j2019),538. 
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“Dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: ketika di 

isra‟kan kulihat tulisan pintu syurga “sedekah itu dilipat 

gandakan sepuluh kali lipat, sedangkan utang dilipat gandakan 

dua belas kali lipat”. Aku bertanya, “wahai Jibril, mengapa 

utang itu lebih mulia daripada sedekah?”. Jibril menjawab, 

“karena orang yang meminta itu meminta dari sisinya, 

sedangkan orang yang berutang tidak berutang kecuali atas 

dasar kebutuhan.” (HR. Ibnu Majah)
25

 

 

c. Ijma‟ 

Para ulama sepakat untuk mengizinkan pelaksanaan transaksi 

utang piutang dalam konteks hukum qardh, dengan memperhatikan 

hukum taklifi yang bisa beragam yaitu ada kalanya diizinkan, 

berbahaya, wajib, bahkan bisa menjadi haram. Semua ini dilakukan 

dengan pendekatan yang praktis, karena hukum kesucian berkaitan 

erat dengan tujuan yang ingin dicapai.
26

 

Berdasarkanjayat AljQur'an, Hadits, jdan Ijma' yangjtelah 

dipaparkanjdiatas makajdapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan 

utang piutang secara jelas diperbolehkan. akan tetapi, hukum utang 

piutang dapat berubah menjadi makruh atau haram jika peminjam 

menggunakan uang  utang untuk hal-hal yang tidak sesuai atau tidak 

wajar. 

3. Rukun Utang Piutang 
 

Rukun adalah unsur-unsur penting yang membangun suatu hal. 

Tanpa unsur-unsur ini, sesuatu tersebut tidak akan terwujud. Dalam 

konteks ibadah atau pekerjaan, rukun adalah syarat yang harus dipenuhi 
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 Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 812. 
26
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agar ibadah atau pekerjaan tersebut sah. Jika rukun tidak terpenuhi, 

maka ibadah atau pekerjaan tersebut dianggap tidak sah.
27

 

Rukun Qardh menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. 

Sementara yang  menjadi  syarat  dan  rukun  yang  harus dipenuhi 

dalam utang-piutang agar hukumnya sah dan memenuhi syariat adalah 

sebagai berikut: 
28

 

1. Sighat 

Makna dari sighad akad adalah ijab dan kabul. Para 

fukaha sepakat bahwa ijab kabul berlaku untuk kata utang dan 

kata-kata yang menyatakan maknanya, seperti "Aku berutang 

kepadamu" atau "Aku berutang kepadamu." Begitu pula, kabul 

berlaku untuk semua kata yang menyatakan kerelaan, seperti 

"Aku berutang kepadamu," "Aku menerima," atau "Aku rela”. 

2. Akad  

Akad ini merupakan kontrak antara kedua belah pihak 

yang memberikan utang dan piha yang berutag. Orang yang 

berutang wajib mandiri, dewasa, memiliki akal sehat dan mampu 

membedakan antara yang baik dan yang buruk. 

3. Harta yang dihutangkan  

Rukun harta yang diutangkan adalah pertama, harta yang   

berupa harta yang ada padanya, maksudnya  harta  yang  satu  

sama  lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda  yang 

mengakibatkan perbedaan nilai, sepertiuang, benda-benda  yang 
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ditukar, ditimbang, ditanam dan yang dihitung. Kedua, harta  

yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah 

mengutangkan manfaat (jasa).Ketiga, harta  yang  diutangkan  

diketahui,  yang  diketahui kadarnya  dan  diketahui  sifatnya. 

Dalam hukum Islam, keabsahan qardh sebagai transaksi pinjam-

meminjam bergantung pada terpenuhinya seluruh rukunnya. Jika 

terdapat rukun yang tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak sah. 

Ijab dan kabul dalam qardh memiliki kesamaan dengan ijab dan kabul 

dalam jual-beli, yaitu pernyataan yang diucapkan oleh peminjam 

kepada pemberi  utang yang menunjukkan bahwa ia bersedia menerima  

utang tersebut. Kedua belah pihak harus memiliki kerelaan dan 

kesepakatan yang sama terhadap akad yang disepakati. 

4. Adab Orang Yang Berutang dan Yang Memberikan Utang Menurut 

Agama Islam 

a.  Orang Yang Berutang
29

 

Islam, sebagai agama yang sangat menghargai tata krama, 

memberikan perhatian khusus terhadap semua adab dalam setiap 

muamalah baik muamalah kepada Al-Kholiq maupun muamalah 

kepada sesama manusia. Hal yang sama berlaku untuk isu-isu yang 

berhubungan dengan pinjam meminjam atau utang/ utang, - Islam 

sangat memperhatikan adab demi ridho Allah swt dan pertolongan-
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Nya. Sebelum seseorang mengambil harta atau uang orang lain, ada 

adab yang harus diikuti agar hal tersebut berjalan baik dan tidak ada 

kerugian yang menimpa orang lain. Berikut adalah beberapa adab: 

1) Orang yang mengambil utang harus memperbaiki niat dan 

tujuan mereka mengapa mereka melakukan perjanjian utang. 

Sesuatu yang dianggap merugikan di mata manusia dapat 

dianggap baik bila niatnya terpuji. Orang yang berniat untuk 

meminjam seharusnya menyesuaikan alasan yang diajukan 

agar  utang tersebut dapat dibenarkan. 

2) Utang piutang seharusnya hanya terjadi dalam keadaan darurat. 

Islam memberikan kelonggaran untuk praktik tertentu yang 

biasanya dilarang, seperti menggunakan empedu ular kobra 

untuk tujuan medis atau memakan daging babi saat kelaparan, 

atau berhutang untuk tujuan menyelamatkan nyawa. 

3) Berniat untuk menyelesaikan utang. Utang adalah muamalah 

Islam yang perlu diselesaikan sebelum seseorang meninggal, 

karena utang yang tidak terselesaikan dapat menghalangi 

masuknya seseorang ke surga,  maka dari itu seorang yang 

berutang harus berniat untuk melunasi utangnya. 

4) Berutang sesuai kebutuhan. Seorang muslim janganlah 

meremehkan masalah utang karena bisa  jadi  seseorang  

meninggal  dunia  dalam  keadaan  berutang,  itu  artinya  

masih  ada  hak orang  lain  yang  ia  pikul  dan  harus  bayar. 

5) Wajib membayar utang tepat waktu dan tidak menundanya. 
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Orang yang berutang bertanggung jawab untuk menunaikan 

pembayaran utang-utang tersebut tepat pada waktunya, tanpa 

ada penundaan. 

6) Seorang yang berutang harus membayar utang dengan sepenuh 

daya. Seseorang yang meminjam harus membayar hutang, 

dengan semangat mental yang kuat, umat beriman berusaha 

semaksimal mungkin, sehingga ia sanggup melunasi utang. 

b. Orang yang memberikan utang
30

 

Ada  adab-adab  yang  mesti  diperhatikan  oleh  orang  

yang  memberikan   utang kepada orang lain, agar niat baiknya itu 

ditulis sebagai kebaikan di sisi Allah. Diantara adab-adab tersebut 

ialah sebagai berikut: 

1) Memberi kelapangan, kemudahan dan keringanan. Apabila 

berhadap kepada seseorang yang berutang dan dia itu seorang 

yang sangat tidak mampu/miskin, maka ia wajib memberikan 

kemudahan dan keringanan 

2) Bersikap baik dalam menagih utang. Dalam hal ini adalah 

sikap yang baik kepada para pihak yang berutang wajib saat 

hendak menagih utang yang telah jatuh tempo. Wajib 

hukumnya bagi si pengutang menagih utang dengan lemah 

lembut, sopan dan berbudi pekerti yang baik kepada si 

berutang. Jangan  pula  menceritakan  piutangnya  didepan  

orang  yang  berutang. 
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3) Memberikan Tempo kepada kepada yang tidak mampu bayar, 

jika orang yang berutang tidak mungkin untuk membayar dan 

kita telah melihat keadaan keluarga  dan  usahanya  maka  

yang  terbaik  adalah  membebaskan  utangnya.  

4) Tidak boleh menarik manfaat atau keuntungan dari utang 

tersebut. Hal ini dikarenakan pada umumnya semua piutang 

tidak boleh memberi kelebihan – kelebihan pada piutang, 

karena tujuan dari utang-piutang adalah meringankan kaum 

muslimin dan menolong sesama kaum muslimin. 

5. Prinsip Utang Piutang 

Utang adalah hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan manusia, 

termasuk dalam ajaran Islam. Allah telah menetapkan bahwa utang 

diperbolehkan selama dijalankan dengan prinsip dan etika tertentu. Berikut 

adalah prinsip-prinsip dasar utang yang harus diperhatikan: 

a. Utang sebagai pilihan terakhir 

Utang sebaiknya menjadi opsi terakhir setelah segala usaha untuk 

memperoleh dana secara halal dan tunai tidak berhasil. Artinya, utang 

dilakukan karena terpaksa, bukan karena kebiasaan. Keterpaksaan ini 

menunjukkan adanya upaya untuk mandiri dan memaksimalkan potensi 

diri. Namun, jika sudah tidak ada jalan keluar, barulah utang diambil 

sebagai solusi. 

b. Jangan berutang melebihi kemampuan 

Jika memang harus berutang, jangan sampai jumlahnya melebihi 

kemampuan untuk membayar. Berutang sesuia dengan kebutuhan saja 
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tidak perlu dilebihkan jikamemang tidak perlu.  Dalam istilah syariah, 

hal ini disebut ghalabatid dayn atau terjebak dalam lilitan utang. 

Kondisi ini bisa menyebabkan seseorang mudah dikendalikan oleh 

orang lain sehingga seperti tidak punya harga diri. Rasulullah SAW pun 

selalu berdoa agar dijauhkan dari terbelit utang yang bisa 

menghilangkan harga diri. 

c. Harus Ada Niat dan Komitmen untuk Melunasi 

Setelah berutang, seseorang wajib memiliki niat dan tekad untuk 

melunasinya. Menunda pembayaran utang padahal mampu membayar 

dianggap sebagai tindakan zalim, sehingga orang tersebut boleh 

dipermalukan. Dalam praktik sehari-hari, misalnya, seorang pengusaha 

yang tidak mau membayar utang bisa saja asetnya disita sebagai bentuk 

penegakan keadilan. 

B. Sistem Rolasan 

Sistem "rolasan" adalah metode unik yang digunakan oleh orang yang 

memberi  utang untukjmenentukan bungaj utang bagi nasabahnya. Dalam 

Bahasa Jawa istilah “rolasan” memiliki arti 12 (dua belas). Dinamakan 

rolasan  Sistem ini sangat sederhana dan mudahjdipahami oleh 

masyarakatjumum dalamjmenghitungjbunga pengembalian  utang, berbeda 

dengan penggunaan persentase. Hal ini dikarenakan mayoritas orang yang 

meminjam uang adalah masyarakatjawamjyang membutuhkanjcara 

praktisjuntuk menghitung jumlahj utangjyang harusjdikembalikan. Berbeda 

jauh dengan bank yang cukup rumt dalam menentukan bunga dan juga 

membutukan banyak persyaratan dalam mengajukan utang.  
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Menurut Hamka dan Danar, sistem rolasan berarti jika seseorang 

meminjam "10", maka ia harus mengembalikan "12". Waktu pengembalian 

utang dengan sistem rolasan ini selama 12 bulan. Namun, berdasarkan 

pengalamanjyangjditulis olehjArmy, sistemjrolasanjdapat menyebabkanjpokok 

utang menjadi duajkalijlipat jika pada jpembayaran pertamajmodal utang 

tidakjdapat dilunasijoleh jnasabah. Oleh karena itu, sistem rolasan ini umum 

diterapkan oleh Bank keliling, baik di pasar maupun di daerah pedesaan.
31

  

C. Riba 

1. Pengertian Riba 

Riba secara etimologis, memiliki makna "tambahan". Dari definisi 

lain, pengertian riba yaitu "tumbuh dan membesar". Sementara itu, dalam 

konteks istilah, riba berarti mengambil tambahan dari harta pokok. 

Transaksi yang dikategorikan sebagai riba memiliki tiga unsur utama, yaitu: 

a. Adanya kelebihan di atas jumlah modal pinjaman.  

b. Penetapan atas penambahan biaya berkaitan dengan jangka waktu. 

c. Transaksi menjadi dasar untuk melakukan pembayaran terhadap 

kelebihan tersebut. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pengertian riba merupakan 

suatu bentuk kegiatan untuk mengambil keuntungan yang dipersyaratkan 

dengan menarik biaya tambahan dari harta pokok, yang dilakukan oleh 

pemilik dana terhadap peminjam dana dalam berbagai transaksi yang dapat 

memungkinkan memberatkan salah satu pihak, baik itu diketahui maupun 
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tidak. 

2. DasarHukum Riba  

1. Al- Qur‟an 

Salah satu ayat Al-Qur‟an yang menerangkan tentang larangan 

berbuat riba terdapat dalam Q.S Ali‟Imran ayat 130, yaitu:
32

 

ُُونَ   يَٰ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تََْكُلُوا الرّبََِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً  َۖ وَات َّقُوا اللََّّ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah 

supaya kamu mendapat keberuntungan.” 

 

2. Hadits 

 لَعَنَ رَسُولُ اللَِّّ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ  الرِّبََ وَمُوكِلَوُ وكََاتبَِوُ وَشَاىِدَيْوِ وَقاَلَ ىُمْ سَوَاءٌ 
“Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam melaknat pemakan riba 

(rentenir), penyetor riba (nasabah yang meminjam), penulis 

transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan 

transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” .
33

 

 

3. Macam-Macam Riba 

 

Jenis riba dalam utang piutang terdiri dari dua jenis, yaitu:  

d. Riba qardh 

Pengertian riba qardh menurut empat Mazhab (Mazhab 

Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali), yaitu:
34

 

1) Menurut Mazhab Hanafi, riba qardh disebut sebagai riba pada 

akad utang piutang. Maka jika terdapat persyaratan mengenai 
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tambahan pada utang piutang disebut riba.  

2)  Menurut Mazhab Maliki, riba merupakan bentuk tambahan 

yang sudah diperjanjikan dalam akad utang piutang disebut 

riba. Imam Malik menegaskan bahwa keuntungan yang didapat 

dalam akad utang piutang tanpa adanya usaha yang sah maka 

hal tersebut merupakan riba yang dilarang.  

3) Menurut Mazhab Syafi'i, riba qardh adalah tambahan yang 

dipersyaratkan dalam utang piutang. Imam As-Syafi'i 

menegaskan bahwa pemberian imbalan yang dipersyaratkan 

berupa tambahan atas pengembalian utang baik itu yang 

berwujud barang maupun uang hal tersebut termasuk riba dan 

hukumnya dilarang. Namun jika dalam utang piutang tidak 

disertai dengan persyaratan maka hal tersebut dibenarkan.  

4) Menurut Mazhab Hambali, riba adalah adanya tambahan pada 

pertukaran barang sejenis dengan nilai tukar yang tidak sama. 

Bentuk utang piutang yang disertai dengan tambahan pada 

pokok pinjaman hukumnya tidak diperbolehkan dalam Islam.  

Maka disimpulkan bahwa dari pandangan 4 Mazhab 

terkait pengertian riba qardh adalah suatu bentuk transaksi yang 

dipersyaratkan untuk membayar suatu kelebihan dalam 

pengembalian utang piutang yang hukumnya dilarang dalam 

Islam. 

e. Riba jahiliyah 

Tambahan keuntungan yang dikenakan akibat dari adanya 
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jangka waktu pembayaran utang yang sudah jatuh tempo dan 

peminjam merasa kesulitan membayarnya pada jangka waktu 

tersebut. Dalam hal ini, utang yang dibayarkan hanya dari pokok 

utangnya, dengan biaya tambahan yang dikenakan karena adanya 

keterlambatan membayar utang
35

 

4. Penyebab Riba Dilarang 

Terdapat beberapa alasan mengapa riba dilarang dalam transaksi 

ekonomi, yaitu:
36

 

a. Riba menyebabkan seseorang mendapatkan harta orang lain secara 

tidak adil.  

b. Riba membuat pihak yang meminjamkan dana tidak perlu bekerja 

keras, karena sudah merasa cukup dengan perolehan keuntungan 

yang didapatkan dari hanya memberikan utang uang.  

c. Riba membuat pemilik dana semakin kaya, sementara orang yang 

meminjam uang semakin miskin.  

d. Al-Quran telah secara jelas melarang praktik riba dan meskipun 

manusia mungkin tidak memahami sepenuhnya alasan di balik 

larangan tersebut, keputusan larangan itu tetap sah dan tidak perlu 

diragukan. 

D. SosiologijHukumjIslam  

1. Sosiologi hukum dan Hukum Islam 

Secarajetimologis, sosiologijberasal darijbahasajLatin, sociusjyang 

berartijteman danjlogos dengan arti pengetahuan pengetahuan. Ilmu 
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sosiologis umumnya lebih dipahami sebagai ilmu tentang masyarakat dan 

hubungan antar manusia. Dari titik sejarah, sosiologi hukum untuk 

pertama kalinya diperkenalkan oleh ilmuwan Italia yang bernama 

Anzilotti, pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada dasarnya muncul dari 

hasil ide -ide para ahli di bidang filsafat hukum, sains dan sosiologi. Pada 

masa ini Sosiologi hukum telah berkembang pesat.  

Pengetahuan ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang 

menggunakan perubahan konten dan bentuk tergantung pada waktu dan 

tempat dengan bantuan faktor sosial. Istilah lain dalam sosiologi menurut 

kutipan dari Yesmil Anwar dan Adang dan Dr. Nasrullah, MD. Secara 

etimologis, sosiologi berasal dari kata latin, socius berarti teman dan kata 

Yunani, logos berarti berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara tentang 

masyarakat. Dikaitkan dengan suatu ilmu, sosiologi adalah ilmu yang 

mempelajari tentang kondisi masyarakat yang sebenarnya. Oleh karena itu, 

kajian ilmu hukum yang berkaitan dengan kondisi sosial adalah sosiologi 

hukum.
37

 Seorang sosiologis hukum Soerjono Soekanto benpendapat 

bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 

secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara 

hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana 

hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku 

sosial terhadap pembentukan hukum.
38

 

HukumjIslam adalahjhukum yangjberasal darijagamajIslam. jYaitu 

hukumjyang diturunkanjoleh Allahjuntuk kemaslahatanjhamba hambaNya
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di duniajdanjakhirat. Dalam istilah syariatjdan fiqh yang seringjkali 

dipahamijolehjorang-orangjbarat katajhukum Islamjadalah terjemahanjdari 

islamicjlaw. Islamicjlawjmerupakan semuajaturan- aturanjAllahjyang 

mengikat dan mengaturjsetiapjsisi darijaspek-aspek kehidupanjmanusia 

agar hidup mereka tidak tersesat kejalan yang salah, 

Hukum islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada 

wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf 

(orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, 

yang mengikat bagi semua pemeluknya. Syariat berarti aturan yang 

diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi 

SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) 

maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) 

yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.
39

 Dalam Al-Qur‟an terdapat 

beberapa ayat yang berkaitan dengan hukum islam, salah satunya 

sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Maidah ayat 49: 

ُ وَلََ تَ تَّبِعْ أىَْ  نَ هُم بِاَ أنَزَلَ اللَّّ وَاءَىُمْ وَاحْذَرْىُمْ أَن يَ فْتِنُوكَ عَن وَأَنِ احْكُم بَ ي ْ

ُ إلِيَْكَ  ۖ   بَ عْضِ مَا أنَزَلَ اللَّّ   

“Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut 

aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa 

nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat 

memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah 

diturunkan Allah kepadamu.”
40
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Ayat ini menekankan pentingnya memutuskan perkara menurut 

hukum Allah dan tidak mengikuti hawa nafsu. Allah juga mengingatkan 

untuk berhati-hati terhadap orang-orang yang tidak mau mengikuti hukum 

Allah. 

Sosiologi hukum Islam memiliki konteks yang berbeda dengan 

sosiologi hukum, sosiologi hukum Islam merupakan suatu ilmu 

pengetahuan yang mengkaji mengenai hubungan timbal balik lingkungan 

sosial dengan hukum Islam, yang pada akhirnya hubungan tersebutlah 

yang menjadi pedoman serta wawasan mengenai hukum islam dengan 

perilaku masyarakat. Pada dasarnya sosiologi hukum Islam adalah 

gabungan dari sosiologi hukum yang lengkap dengan syariat Islamnya.
41

 

Joshep Scachat menyatakan bahwasanya hukum Islam merupakan 

kumpulan-kumpulan aturan dalam sebuah agama yang isi konteksnya 

meliputi perintah Allah dan peraturan yang mengatur semua aspek 

kehidupan muslim. Hukum tersebut berisi mengenai ibadah ritual, aturan 

politik hukum. Hukum Islam juga sebagai wujud dari sebuah pemikiran 

agama islam dan merupakan gambaran yang sangat mempunyai 

karakteristik mengenai pandangan hidup Islam.
42

 

Berdasarkan penjelasan mengenai sosiologi hukum dan hukum 

Islam di atas, menunjukkan bahwa sosiologi hukum Islam merupakan ilmu 

sosial yang mengkaji berbagai fenomena hukum dengan tujuan 

menjelaskan bagaimana praktik hukum dijalankan dalam kehidupan 

masyarakat Muslim. Ilmu ini menyoroti hubungan timbaljbalik 
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antarajberbagaijrealitasjsosial dalam masyarakatjyang menjadikan syariat 

Islam sebagai pedoman hidup.
43

 

2. Kesadaran Hukum 

Makna kesadaran bermula dari adanya kata sadar, yang memiliki 

arti insaf, merasa, tahu atau mengerti.
44

 Maksud dari kata 

menyadarijberartijmengetahui, jmenginsafi, jmerasai. Sedangkan, 

kesadaran mempunyai arti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang 

dirasakan maupun dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum merupakan 

kesadaranjakan nilai-nilaijyang dianut masyarakatjsehubungan 

denganjhukum yangjada. Kesadaranjhukum mengacujpada 

kepatuhanjhukum, bedanya dengan kepatuhanjhukumjadalah adanya 

ketakutanjakanjsanksi ketika melanggarjhukum. Kesadaran hukum juga 

dapat dipahami sebagai pemahaman terhadap nilai-nilai hukum yang ada 

dalam diri manusia. Kesadaran ini mendorong kepatuhan hukum. 

Perbedaan antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum terletak pada 

bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran diri tanpa adanya paksaan, 

tekanan, atau perintah untuk mematuhi hukum, sedangkan kepatuhan 

hukum muncul dari rasa takut terhadap sanksi
45

 

jKesadaran hukum adalah kesadaran dirijuntuk mengikuti hukum 

yang ada tanpajtekanan, paksaanjatau perintah dari luar. Selama kesadaran 

hukum berkembang di masyarakat, maka hukum tidak perlu memberikan 

                                                      
43

 Nasrullahj, SosiologijHukum Islamj (Surakarta: jPustakajSetia, j2016) , 18. 
44

 Suharso dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, (Semarang : Widya    

Karya, 2009), 437 
45

 Ahmad Syahir Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, “Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah 

Perspektif Filsafat Hukum),” Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal 

Theory (IJIJEL) Vol. 1, No. 4 (2023):940 



35 

 

 

 

sanksi. Sanksi hanya diterapkan kepada warga negara yang benar-benar 

terbukti melanggar hukum. Tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat 

sangat dipengaruhi oleh bagaimana seseorang menentukan pilihannya 

untuk bertindak, apakah akan mematuhi norma hukum atau tidak. Agar 

masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik, mereka perlu benar-

benar memahami manfaat dan fungsi hukum itu sendiri. Sebaliknya, 

persepsi negatif tentang hukum, misalnya hukum dianggap menakutkan, 

merepotkan, atau hanya ideal di atas kertas namun tidak konsisten dalam 

penerapannya harus dihilangkan. Untuk itu, perlu diciptakan suasana yang 

membangun pandangan positif dan menguntungkan tentang hukum di 

tengah masyarakat, sehingga mereka lebih menghargai dan mematuhi 

aturan yang berlaku 

Wujud dari proses kesadaran hukum dalam masyarakat tidak bisa 

langsung sekali jadi, namun memerlukan suatu rangkaian proses yang 

bertahap, Menurut Prof. Soerjono Soekanto, terdapat empat indikator 

kesadaran hukum yang berkembang secara bertahap, yaitu sebagai berikut 

:
46

  

a. Tahapjpengetahuanjhukum 

Merupakanjtahap awal pengetahuanjseseorang berhubungan 

denganjperilaku tertentujyang diaturjoleh hukumjtertulis, yaitu seperti 

memgenai apajyang dilarangjdan apajyangjdibolehkan 

b. Tahapjpemahamanjhukum 

Langkah kedua yaitu mengenai pemahaman hukum. Adapun yang 
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dimaksud dengan pemahaman hukum ialah masyarakat memahami 

sejumlahjinformasijyang dimilikijseseorang maupun badan, 

mengenaijisijdari aturanjhukumj (tertulis), seperti mengenaijisi, 

jtujuan danjmanfaat darijperaturanjtersebut. 

c. Tahapjsikapjhukum 

Didefinisikan sebagai sesuatu kecenderunganjuntuk menerimajmaup

un menolakjhukum karenajadanya kebijakan akan hukum tersebut 

bermanfaat atau tidak bermanfaatjbagi kehidupanjmanusia. 

d. Tahap PolajPerilakujHukum 

Didefinisikan dengan berlakujatau tidaknyajsuatu aturan hukumjpadaj

masyarakat. Jika hal tersebutjberlaku, maka sejauhjmana berlakunyaj

danjsejauh manajmasyarakatjmematuhi.  

Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan 

bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga 

masyarakat. Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi 

dilaksanakannya hukum itu sendiri.  

Sosiologi hukum tidak akan membiarkan hukum bekerja dengan 

menyeluruh, melarang, membuat ancaman sanksi dan sebagainya, tanpa 

mengamati sekalian sisi yang terlibat dalam bekerjanya hukum tersebut. 

Disisi lain ia juga mempertanyakan mengapa rakyat harus patuh, dari 

mana negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa, apakah rakyat tidak 

boleh menolak serta faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan 

kepatuhan. 
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3. Kepatuhan Hukum 

Kepatuhan terhadap hukum dapat diartikan sebagai bentuk 

kesadaran akan manfaat hukum yang mendorong munculnya loyalitas 

terhadap nilai-nilai hukum dalam kehidupan sosial, yang kemudian 

tercermin dalam perilaku atau tindakan nyata. Kepatuhan hukum adalah 

kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" 

masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup 

bersama yang diwujudkan dalam bentuk prilaku yang senyatanya patuh 

terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh 

sesama anggota masyarakat. Menurut Ernst Utrecht, terdapat sejumlah faktor 

yang menjadi alasan seseorang menaati hukum, yaitu:
47

 

a. Individu memiliki kepentingan pribadi terhadap diberlakukannya 

suatu aturan atau hukum. Sebagai contoh, seseorang yang mematuhi 

peraturan akan merasakan rasa aman dalam kehidupannya di tengah 

masyarakat, karena hukum tersebut dianggap mampu melindungi 

dirinya dan menciptakan ketertiban. 

b. Adanya dorongan untuk menerima dan mengikuti aturan atau hukum 

tertentu demi menciptakan ketenangan batin. Dengan kata lain, 

seseorang memilih untuk patuh terhadap hukum sebagai upaya 

menghindari berbagai bentuk kesulitan atau gangguan dalam 

kehidupannya. Kepatuhan dalam hal ini bukan semata-mata 

didasarkan pada kesadaran normatif terhadap nilai hukum, melainkan 

lebih pada dorongan pragmatis untuk menciptakan stabilitas, rasa 
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aman, serta menghindari tekanan atau sanksi sosial. Dalam konteks 

ini, hukum dipandang sebagai sarana perlindungan diri, di mana 

individu memilih untuk tunduk dan mengikuti aturan karena 

menyadari bahwa pelanggaran terhadap hukum dapat mendatangkan 

risiko. 

c. Kepatuhan terhadap hukum muncul dari kehendak pribadi, karena 

pada dasarnya seseorang mulai merasakan kehadiran hukum ketika 

kepentingannya dibatasi oleh aturan yang berlaku. Dengan demikian, 

ketaatan menjadi pilihan sadar dari individu tersebut.  

d. Kepatuhan seseorang terhadap suatu aturan bisa juga disebabkan oleh 

adanya tekanan atau ancaman sanksi sosial yang akan diterima jika 

aturan tersebut dilanggar. Rasa takut terhadap konsekuensi sosial ini 

mendorong individu untuk tetap taat pada hukum. 

Sosiologi hukum tidak memperbolehkan hukum bertindak secara 

utuh,jmengingkari, jmengancam akan memberikanjsanksi danjsebagainya, 

mengabaikanjsegala aspekjyangjberkaitan denganjberjalannyajhukum.
48

 

Dijsisi lain, iajjuga mempertimbangkan mengapajmasyarakatjharus patuh, 

dijmana  negarajmempunyai kewenangan untukjmemaksa, apakahjmasyar

akat tidak bolehjmenolakjdan faktor apajsajajyang berkaitan denganjkepat

uhan. Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai 

dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui 

moralitas personal (normative commitment through morality) berarti patuh 

pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan 
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komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through 

legitimacy) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum 

yang memiliki hak untuk mendikte perilaku.
49

  

Teori kepatuhan hukum telah diteliti pada ilmu-ilmu social 

khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada 

pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan 

seorang individu.
50
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